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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2. Hasil Wawancara 

Informan I 

Nama informan : Irta Perwitasari, SS 

Jabatan  : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian 

Tanggal Wawancara : 17 April 2023 

1. Apakah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 
instansi? 

Sebagian besar sesuai, namun ada beberapa juga kebutuhan instansi 

yang tidak terpenuhi. Biasanya hal ini disebabkan ketika pengadaan, 
memasukkan jumlah (kebutuhan pegawai) kurang. Atau juga bisa karena 

instansi yang membutuhkan, tidak mengusulkan. Untuk di Sekretariat 

Daerah sudah sesuai ya dengan perencanaan kebutuhan pegawai. 
 

2. Bagaimana implementasi dari perencanaan kebutuhan pegawai tersebut? 

Ya disalurkan sesuai kebutuhan, sesuai dengan analisis jabatan yang ada. 

Nanti disesuaikan di situ untuk implementasinya. 
 

3. Apa yang menjadi pertimbangan seorang pegawai ditunjuk untuk 

memenuhi kebutuhan instansi? 
Ya, pegawai itu dianggap mampu, dianggap capable dan memiliki 

kompetensi serta memenuhi kriteria yang ditentukan. 

 

4. Apakah bobot tugas yang diberikan berdasarkan kebutuhan instansi 

sudah sesuai? 

Tidak 100% sesuai menurut saya. Karena ternyata masih banyak yang 

kekurangan dan belum dipenuhi oleh Badan Kepegawaian Daerah, 

terkadang masih harus menunjuk nama langsung untuk mengisi 

kebutuhan pegawai. Tapi, jika hanya menyampaikan bahwa saat ini butuh 

prakom atau jabatan fungsional yang lain itu tidak langsung dikasih 

karena memang ternyata kekurangan. Jadi, boleh untuk menunjuk 

nama/NIP secara langsung guna mengisi kekurangan kebutuhan pegawai. 

Nah ini kan bisa berdampak pada unit kerja pegawai yang sebelumnya 

ditempatkan, kemudian dipindah. Sehingga bobot tugas yang diberikan 

kepada pegawai belum 100% sesuai dengan kebutuhan instansi. 

 



 
 

5. Apakah beban kerja masing-masing pegawai sudah sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki? 

Belum, karena ada sarjana yang tugasnya sedikit tapi ada juga yang belum 

sarjana tugasnya banyak. 

 

6. Apa yang menjadi dasar penetapan kinerja individu? 

Untuk pembagian tugas ini, melalui perjanjian kerja atau PK. Tapi kan 

ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

7. Apakah pegawai memiliki target atas kinerjanya? 

Pegawai memiliki target kinerja yang dapat langsung di Sasaran kinerja 

pegawai 

 

8. Apakah atasan langsung memberikan perintah kerja? 

Biasanya, perintah yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tupoksi 

atasan langsung tersebut. Hal ini untuk menunjang tupoksi atasan 

langsung.  

 

9. Apakah perintah yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tupoksi 

pegawai? 

Sama kayak itu bidangnya masing-masing gitu ya. Ada urusan yang 

memang sudah ditetapkan oleh satu bagian hanya mengurusi bidang a. 

Bagian lain mengurusi bidang lain 

 

10. Secara global, apakah Setda Sidoarjo memiliki sistem informasi 

kepegawaian? 

Sebetulnya Sistem informasi pegawai dan E-buddy adalah 2 aplikasi yang 

berbeda namun harus tetap sinkron agar data pegawai dan kinerjanya bisa 

sesuai, Sistem Informasi Pegawai itu pencatatan pegawai satu pintu yang 

dapat diakses oleh khalayak umum. Tapi kalo e-buddy hanya bisa diakses 

oleh pegawai yang terdaftar di BKD saja. Fungsinya untuk 

mempermudah aktivitas surat-menyurat. 

 

11. Apa yang menjadi dasar hukum penegakan disiplin waktu di Setda 

Sidoarjo? 



 
 

Itu mengacu pada PP No. 94 Tahun 2021. Sedangkan untuk Perbupnya 

No. 81 Tahun 2018. Dalam aspek kedisiplinan meliputi kehadiran dan 

kinerja. Nah itu semua yang direkap melalui SKP 

 

12. Apa saja yang menjadi aspek penilaian kedisiplinan? 

Aspek kedisiplinan itu seperti menaati jam kerja, datang tepat waktu, 

selalu hadir di tempat kerja selama jam kerja selain alasan dinas luar dan 

atau mendapatkan perintah atasan langsung 

 

 



 
 

Informan 2 

Nama informan : Isroatul  

Jabatan  : Staf Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian 

Tanggal Wawancara : 14 April 2023 

1. Apakah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 

instansi? 

Kalau di sini itu jelas, kalau mengenai perencanaan jelas disesuaikan 

dengan kebutuhan. Hanya saja perencanaan yang kita susun, itu kita 

sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola kepegawaian 

di kabupaten sidoarjo. Jadi kita misalnya sudah buat usulan sebanyak lima 

orang gitu ya, cuman kalo menurut badan kepegawaian daerah itu terlalu 

banyak atau ndak sesuai nanti dari Badan Kepegawaian Daerah itu juga 

dipangkas lagi. Jadi kita selalu membuat sesuai yang kita butuhkan. Jadi 

biasanya sih OPD itu buatnya sebanyak mungkin. Jadi kayak misalnya di 

bagian umum sendiri ya karena kepegawaian setda ada di bagian umum, 

itu kita menyusun ada yang kita usulkan ada pengelola kegiatan dan 

anggaran. Kita usulkan ke Badan Kepegawaian Daerah tahun lalu, tapi 

dari Badan Kepegawaian Daerah juga ndak disetujui jadi ada kasus yang 

seperti itu. 

2. Bagaimana implementasi dari perencanaan kebutuhan pegawai tersebut? 

Kita kan sudah buat rencana ya, kemudian di upload di aplikasi simona 
milik kemendagri. Itu di situ menjelaskan anjab abk (analisis jabatan dan 

analisis beban kerja) setiap pegawai punya tugas a,b,c,d gitu. Nah itu juga 

kita sampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah lagi, tapi implementasinya 
sesuai yang dikasih Badan Kepegawaian Daerah. Jadi pegawai di sini 

rotasinya ya ngikut dari apa kata Badan Kepegawaian Daerah. 

3. Apa yang menjadi pertimbangan seorang pegawai ditunjuk untuk 

memenuhi kebutuhan instansi? 

Jawabannya tetep dari Badan Kepegawaian Daerah. Kecuali kalau 

misalkan ada jabatan kosong, kita minta untuk diisi. Itu nanti dari Badan 

Kepegawaian Daerah dilihat apakah beban kerjanya di setda perlu diisi 

atau enggak. Kalau memang ga perlu diisi atau gak terlalu urgent jabatan 

tersebut, itu bisa jadi dikosongi. Karena kenyataannya sampai saat ini 



 
 

banyak yang kosong. Tetep itu yang menentukan Badan Kepegawaian 

Daerah. Jadi pegawai tersebut ditunjuk untuk di instansi a gitu. 

4. Apakah bobot tugas yang diberikan berdasarkan kebutuhan instansi sudah 

sesuai? 

Kalo bobot tugas jelas sesuai dengan instansi, karena masing-masing 

instansi jelas punya tujuan yang khusus misalnya kayak di setda itu kan 

lebih ke pembuat kebijakan. Kayak dinas perhubungan dia lebih berkaitan 

dengan jalan, dengan perhubungan darat kayak gitu. Jadi kalo untuk bobot 

tugasnya, itu sesuai dengan dinas masing-masing, sesuai dengan instansi 

 

 

5. Apa yang menjadi dasar penetapan kinerja individu? 

Yang pertama ada perka bkn, ada permendagri, di situ akan menjelaskan 

masing-masing jabatan itu dia punya tupoksi apa. Itu hanya menjelaskan 

garis besar. Kemudian nati akan dijabarkan lagi di perjanjian kerja 

masing-masing individu. Di perjanjian kerja itu nanti dia akan 

menjelaskan tugasnya sehari-hari apa gitu. Ini nanti dari PK, dijabarkan 

lagi di SKP. SKP itu penilaian aktivitas/penilaian harian untuk masing-

masing pegawai. Jadi dia tugasnya ngapain aja, itu nanti dijabarkan di situ. 

6. Apakah PK (Perjanjian Kerja) menjadi salah satu dasar utamanya? 

Seperti tak jelaskan tadi. Dasar pertama kita dari perka dari permendagri, 

kemudian nanti diturunkan menjadi perjanjijan kerja itu tadi. Kalo dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari, itu didasarkan pada PK itu. Jadi misalnya 

kayak bu rini sebagai sekretaris pimpinan gitu ya. Nah di PK itu dijelaskan 

dia tugasnya apa. Jadi bebannya diuraikan di SKP itu tadi. Jadi masing-

masing individu jabatannya apa, punya tugas masing-masing. Jadi setiap 

OPD itu kan ada masing-masing atasan, masing-masing penilai. Jadi nanti 

ada yang dinilai atasan langsungnya, seperti staf cukup di nilai atasan 

langsung bisa kasubbagnya, bisa kabagnya, bisa sekretaris dinas, bisa 

kepala dinas. Kalo untuk kepala dinas atau pejabat eselon dua, itu yang 

menilai dari bkdnya. 

7. Tanggung jawab seperti apa yang menjadi beban para pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya? 

Kalo di sini itu ada 2 yang dinilai. Yang pertama tadi tupoksi harian, kan 

dijabarkan di SKP tadi. Sudah pasang target, sudah ada kategori penilaian. 

Yang kedua penilaian berakhlak. Berakhlak ini kan sudah dicanangkan 



 
 

kemenpanrb, itu lebih ke karakternya. Jadi pns itu harus punya nilai-nilai 

berakhlak. Bertanggung jawab, akuntable, kompetitif, berorientasi 

pelayanan publik, kolaboartif, adaptif, loyal nah itu nanti ada 

penilaiannya. Nanti atasan langsung yang menilai. 

8. Bagaimana mengetahui capaian target kinerja pegawai? 

Selama triwulan satu ini kan kita ada evaluasi ya, januari, februari, maret  

sudah ada peningkatan jadi januari ke februari mulai baik, maret ini sudah 

baik karena ada evaluasi kepegawaian itu tadi. 

9. Apakah atasan langsung memberikan perintah kerja? 

Untuk sehari-hari itu kan sudah didasarkan sama pk itu tadi ya. Kalo untuk 

perintah langsung itu biasanya sifatnya nggak tertulis di pk itu. Jadi 

misalnya ada rencana dadakan. Itu nanti biasanya atasan langsung 

memberikan perintah. Jadi ini di luar dari yang ditetapkan targetnya nanti. 

10. Apakah perintah yang diberikan atasan langsung sesuai dengan tupoksi 

pegawai? 

Sama kayak itu bidangnya masing-masing gitu ya. Ada urusan yang 

memang sudah ditetapkan oleh satu bagian hanya mengurusi bidang a. 

Bagian lain mengurusi bidang lain. 

11. Menurut anda, aspek apa sajakah yang meliputi kedisiplinan pegawai? 

Kedisiplinan pegawai itu mulai dari kehadiran yang dinilai terus 

kemudian kegiatan senam, kegiatan keagamaan pada bulan ramadhan. 

Kemudian setiap target yang ditentukan dalam kinerja tadi juga masuk 

dalam penilaian kedisiplinan. Jadi nanti setiap akhir tahun masing-masing 

pegawai mempunyai penilaian, itu nanti masuk kedisiplinan. 

Kalo untuk kategori capaian kinerja, rata-rata itu sudah baik. Tapi kalo 

untuk disiplin kehadiran, disiplin kegiatan rohani atau keagamaan 

maupun kegiatan senam itu perlu perbaikan. Karena ada beberapa 

pegawai yang memang dia sering ga ikut. Jadi memang perlu ada 

perbaikan kedisiplinan. 

12. Bagaimana kondisi kedisiplinan pegawai saat ini? 

Selama triwulan satu ini kan kita ada evaluasi ya, januari, februari, maret  

sudah ada peningkatan jadi januari ke februari mulai baik, maret ini sudah 

baik karena ada evaluasi kepegawaian itu tadi. 

13. Secara global, apakah Setda Sidoarjo memiliki sistem informasi 

kepegawaian? 



 
 

Simpeg itu sendiri kan sistem informasi kepegawaian, di situ memuat data 

mulai dari nama pegawai, pangkatnya, nomor induknya, kemudian unit 

kerjanya dimana, tempat tanggal lahirnya juga kelihatan termasuk juga 

bisa dipetakkan per unit kerja. Jadi bisa melihat unit kerja masing-masing. 

Kalo simpeg bisa diakses publik. 

14. Apa yang menjadi dasar hukum penegakan disiplin waktu di Setda 

Sidoarjo? 

Ada perbupnya, di sini mengatur juga potongan-potongan tunjangan yang 

didapatkan ketika dia terlambat sekian menit, tidak masuk atau cuti. Nah 

di perbup ini dijelaskan, terlambatnya berapa menit, itu potongannya 

sesuai durasi keterlambatan diatur dalam perbup ini. Kan ada jam kerja, 

ada SE yang mengatur mekanisme kerja. Di kita selama bulan puasa ini 

masuk dari jam 07.30 sampai 14.30. Kita juga aplikasi presensi. Jadi di 

situ kelihatan pegawai tersbut terlambat atau disiplin waktu itu kelihatan. 

Iya, direkap di situ. Selain itu kita juga dibantu oleh rekap apel. Jadi kan 

setiap pagi ada apel, nah itu bagian kepegawaian setiap pagi merekap 

siapa yang gak hadir. 

15. Apa saja yang menjadi aspek penilaian kedisiplinan? 

Kehadiran, ketepatan waktu, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan non 

formal, yang bukan kinerjanya. Nah itu lepas dari kinerja ya, karena 

terkait dnegan waktu. 

16. Apakah MSDM memiliki peran penting terhadap kedisiplinan pegawai di 

Setda Sidoarjo? 

Jelas ini karena subbag kepegawaian perlu menajemen sumber daya 

manusia, karena yang ditempatkan di situ harus punya basic msdm. Jadi, 

untuk mengatur manusia yang sekian banyak kita juga memerlukan skill, 

jelas perlu msdm 

17. Bagaimana peran MSDM dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai? 

Kalo di kita itu ada evaluasi kehadiran setiap bulan. Itu akan menunjukkan 

progres. Alhamdulillahnya ini meningkat. Kemudian yang kedua kalo di 

instansi swasta ada reward dan punishment. Kalo di kita juga ada. 

Punishmentnya hanya untuk yang indisipliner tinggi artinya melanggar 

kedisiplinan tingkat tinggi baru dikasihkan punishment. Tapi untuk 

reward, itu kan ada tunjangan itu tadi. Nah, hitungan tunjangan itu 

didasarkan kedisiplinan salah satunya. 

Satu lagi untuk peningkatan kedisiplinan pegawai itu sebenernya ada 

bimtek. Hanya saja bimtek itu ndak semua opd menyelenggarakan. 



 
 

Karena kita terbatas di anggaran. Sehingga bimtek yang kita 

selenggarakan itu bimtek-bimtek yang bersifat internal atau beberapa 

subbag saja. Ada juga bimtek yang disediakan bkd. Tapi bimtek bkd 

biasanya lebih untuk menunjang kinerja. Kalo untuk kedisiplinan, 

kebanyakan diadakan oleh internal.



 
 

Informan 2 

Nama informan : Farida 

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian Badan 

Kepegawaian Sidoarjo 

Tanggal Wawancara : 10 April 2023 

1. Selaku organisasi yang melaksanakan manajerial yang terpusat di 

Sidoarjo, dasar hukum apa yang diterapkan dalam penerapan 

kedisiplinan? 

Kalo di sidoarjo sendiri kan ada 31 instansi. Setiap instansi pasti 

menganut ke pp 94 tahun 2021. Tapi untuk msdmya, seperti apa 

pengaturannya untuk mendukung disiplin kerja, itu bisa jadi di masing-

masing pimpinan punya kebijakan yang berbeda dan memiliki  

MSDMnya sendiri-sendiri. 

2. Apa saja yang menjadi indikator kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara 

di Sidoarjo? 

Jadi kalo disiplin itu kita aturan besarnya ada PP No. 94 tahun 2021. Nah 

di dalamnya itu mengatur banyak sekali mbak. Jadi indikator-indikator 

kedisiplinan yang ada di situ bisa di lihat di PP No. 94 tahun 2021. Kalo 

untuk kabupaten sidoarjo sendiri ada turunan dari peraturan disiplin itu, 
perbup tentang kode etik. Banyak sekali memang kalo di PP No. 94 tahun 

2021. Nah itu silakan diambil apa yang dibutuhkan, ada di situ. Acuan 

indikator disiplin kerja pegawai ada di PP itu. Tapi itu bukan cuma untuk 

PNS kabupaten sidoarjo sendiri, itu untuk PNS seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3.  Skor Kehadiran Pegawai 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 BUDI BASUKI, ST.,M.MT 198005112002121002 1 DL

2 SUPARNO, ST 197511241997031003

3 GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARE, SE 198601292010012019 1 TL

4 MASRONI, S.Si 198012222005011006 1 TL

5 LUTFILLAH NIAM 198704172006041004 2 TL, 1 IJIN

6 MOHAMMAD MASYKUR 198204242005011008 1 DL, 1 TL

7 DWI SANTOSO 198710192010011006 2 TL

8 EFFENDY AKHIRUDIN, ST 198103042010011014

9 AN AGUS SUBIANTORO, A.Md 198808022015021002

10 DIAN RATNASARI, ST 198406162010012023 2 TL

11 ENI LESTARI, SE. 197601231997032001 1 SAKIT

12 EKO WAHYUDI 198809192010011004 1 SAKIT

13 OKII ALIIANSYAH PUTRA, SE 198209272009021007

14 NAJIBULLAH AL FARISY, A.Md. 198805302014021001

15 EKA YULIA ANIK RUMSIANA, S.Pi 198202212010012014

16 DENNY INDRA LESMANA, ST 198310122010011017 1 DL

17 MORYS DWI SAPUTRA, ST 198104262010011019 1 TL

18 KATRUP 198907092010011001

19 PUJIYANTO, SE 198207122009021001 2 DL, 3 SAKIT

20 DESY NOVIANASARI, A.Md 198812192015022002 2 CUTI

21 SITI ZULAIKAH, A. Md. 197807142002122006

22 TEGUH WAHYU SANTOSO, A.Md 199204022019031010

23 SYAIFUL ULUM, A,Md. 199602102019031010

24 WICAKSANA BINTANG RIVAI, A.Md. 199612182020121010 1 TL

25 ANASTASIUS HEGA RENANDA, A.Md. 199401012020121030 1 DL

26 SEPTINA HERAWATI, A.Md 199209152020122020 1 DL, 1  IJIN

27 MUHAMMAD MUIS, A.Md 199505132020121014

28 MUHAMMAD CHOIRUL ABIDIN, A.Md. 199609052020121012

29 AGUSTINA ASTRI CAHYANI, S.Farm 198408272009022001 2 DL

30 EKO PURWANTO , S.KM 197612182003121003

31 KRISNA SURYA NUGRAHA, ST 199203252015021003 2 DL

32 MARIA MAGHFIROH AGUSTIN LAILI, ST 198308222010012019 1 TL

33 TRI MURTINI, S.ST 198010232010012016 7 TL, 1 IJIN

34 MUCHAMMAD NURYONO HARIADI, ST 198804122010011002 1 TL

35 ANITAMA PURNAWATI 198301072014022002 5 TL, 1 SAKIT

36 SISWANTO 197002102007011015

37 FATHIMATUR ROSIDA, S.A.P. 199604132022032013

38 CHINTIA RIZKY NUR ASTUTI, S.H 199803292022032010

39 KWANI EKA GUSTIN, S.T 199408052022032018 1 DL

40 RIZKY CATUR SYAHYOGO, S.AP 199407032022031004 1 DL

41 Sari Anggriani Solfianti, S.Sos 1 IJIN

42 Intan Putri Andhikha, A.Mad 4 IJIN

43 Boy Eki Maulana Albasth, S.Sos 3 TL, 6 SAKIT

44 Erwin Ariesdianto, A.Md

KETERANGAN :

IJIN Sidoarjo,           JANUARI 2023

SAKIT

TERLAMBAT                                                         KEPALA BAGIAN UMUM

HADIR

DINAS LUAR / DALAM

LIBUR

CUTI , HENI KRISTIANI, S.Pd, MM

TANPA KETERANGAN  Pembina Tingkat I 

PENDIDIKAN NIP. 19690630 199403 2 012

TIDAK SENAM

REKAPITULASI APEL PAGI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

 NAMA NIP
JANUARI 2023

KETERANGAN



 
 

Lampiran 4. Sistem Informasi Pegawai 

 

 



 
 

Lampiran 5. Sasaran Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 6. E-Kinerja 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 7. E-Buddy 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 8. Foto Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 9. Surat Ijin Observasi 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 10. Hasil Turnitin 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 11. Surat Tembusan Dari Instansi 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 12. Kartu Bimbingan Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 13. Tanda Persetujuan Skripsi 

 



 
 

Lampiran 14.  Lembar Revisi Ujian Skripsi 



 
 



 
 

 

 



 
 

Lampiran 15.   Daftar Riwayat Hidup 

 

Nama  : Miranda Kurniasari 

Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 2 Januari 2001 

Alamat  : Ds. Pilang RT 21/RW 10 Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo 

No. HP  : 081336422823 

E-mail  : mirandakurniasari8@gmail.com 

Riwayat Pendidikan :  

1. SDN Lebo Sidoarjo 

2. SMP PGRI 9 Sidoarjo 

3. SMAN 2 Sidoarjo 

Pengalaman organisasi : 

1. Anggota Baskara Mada 
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